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ABSTRACT 

 

THE POLICY OF KUDUS LOCAL GOVERMENT  CONCERNING TO 

REGULATES KARAOKE ENTERTAINMNET WITH VALUES ARE         

LIVE IN SOCIETY CONSIDERATION AND IMPLICATION                          

OF ITS LAW ENFORCEMENT.  

 

This research titled  “The Policy of Kudus Local Goverment concerning to 
Regulates Karaoke Entertainment With Values are live in Society Consideration 
and Implication of Its Law Enforcement”, commonly has a point to know the 
implication law enforcement by state institution instrument who have power to 
broke the Regent Regulation. 

As we know that Kudus Local Goverment had make regulation in order to 
regulates certainty of karaoke entertainment. This policy made by consideration of 
values live in society. This regent regulation appropiate with the state regulation 
order that doesn’t have penal power. So in hope next will make regulation which 
have power to force of penal power in state regulation. 

The practical useful of this research is give or an idea according the policy 
to build karaoke entertainment in Kudus regency, after get the data then order 
sistimatically ang analize qualitatively in order to get abaout the problem clearly 
and then order the scientific thesis. 

The methode of data analysis use by the writer is primary data analized by 
qualitatively that have data reduction step, present data, verification or get 
conclusion. The conclution got by this research is “The Policy of Kudus Local 
Goverment concerning to Regulates Karaoke Entertainment With Values are Live 
inSociety Consideration and Implication of its Law Enforcement as such as : 
1) Regulates the karaoke entertainment bussines in regent regulation not in state 

regulation. 
2) While this implication of law enforcement about karaoke entertainment in 

regent regulation can’t give the punishment penal power for the enterpreuner 
who broke the law. 

3) Basicly  Kudus Local Goverment to regulates karaoke entertainment business 
is appropiate with the values are live in society. 

 

 
(Keyword : Public Policy, Values are live and Law Enforcement) 

 

 
 
 
 
 



 

 

INTISARI 

 
Kebijakan  Pemerintah Kabupaten Kudus Tentang Pengaturan Usaha 

Tempat Hiburan  Karaoke Dengan Mempertimbangkan Nilai-Nilai Yang 
Hidup Di Masyarakat Dan Implikasi Dalam Penegakan Hukumnya 

 
 

Penelitian ini berjudul Kebijakan  Pemerintah Kabupaten Kudus Tentang 
Pengaturan Usaha Tempat Hiburan  Karaoke Dengan Mempertimbangkan Nilai-
Nilai Yang Hidup Di Masyarakat dan Implikasi Dalam Penegakan Hukumnya, 
secara umum mempunyai tujuan untuk mengetahui pertimbangan Pemerintah 
Kabupaten Kudus  dalam mengatur usaha tempat hiburan karaoke dalam bentuk 
peraturan bupati, serta mengetahui implikasi penegakkan hukum oleh aparat 
satuan kerja perangkat daerah/ instansi yang berwenang terhadap pelanggaran 
peraturan Bupati tersebut. 

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah 
mengeluarkan Peraturan Bupati dalam upaya mengatur ketentuan mengenai 
tempat hiburan karaoke. Kebijakan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan 
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Peraturan Bupati ini sesuai dengan tata 
urutan perundangan di daerah tidak memiliki kekuatan pidana. Oleh karena itu 
diharapkan ke depan perlu diterbitkan peraturan yang memiliki kekuatan 
memaksa atau pidana yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. 

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini pada dasarnya dapat memberikan 
sumbangan pemikiran terkait dengan kebijakan pendirian tempat hiburan karaoke 
di Kabupaten Kudus. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai tesis yang bersifat 
ilmiah.  

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah data primer dianalisis 
secara kualitatif  (yuridis empiris) yang meliputi tahap pengumpulan data, 
penyajian data, verifikasi atau penarikan simpulan. Simpulan yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah, bahwa kebijakan  Pemerintah Kabupaten Kudus dalam 
pengaturan hiburan  dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di 
masyarakat dan dasar dalam penegakan hukumnya adalah sebagai berikut: 
1) Pengaturan usaha tempat hiburan karaoke sementara ini dilakukan dalam 

bentuk peraturan bupati, bukan peraturan daerah.  
2) Sementara ini implikasi penegakan hukum tentang hiburan karaoke dalam 

bentuk peraturan bupati  belum bisa memberikan hukuman yang bersifat 
pidana bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran. 

3) Pada dasarnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengatur usaha 
tempat karaoke telah sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di 
masyarakat.  

 
(Kata kunci : Kebijakan Pemerintah, Nilai-nilai Sosial, Penegakkan Hukum) 
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